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BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, dan untuk menuju kemandirian
dan fleksibilitas rumah sakit dalam pengelolaan keuangan,
perlu menindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih teknis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara tentang Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten
Hulu Sungai Utara;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerash Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih, dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisine (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomeor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 3063);
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Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072), sebagaimana lelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 5586), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
o8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5769];

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tecnaga
Kesehatan (lL.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layvanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indeonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 lentang
Pelaporan Keuangan  dan Kinerja Instansi Pemerintah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar  Akuntansi  Pemerinlaban  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraluran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2021 Nomor 5);

22. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4
Tahun 2021 ientang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Dacrah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DBADAN LAYANAN UMUM

DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAT UTARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

e o

wn

=1

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Rumah Sakit Umum Daerah vang selanjutnva disingkat RSUD adalah Rumah
Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian darl ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan Praktck Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan lavanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen vang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdava saing.
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Rencana Strategis vang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD vang bertangeung jawab
terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pecjabat
keuangan dan PT yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang
berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

Pemimpin BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Direktiur RSUD Pambalah
Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Kuasa Pengguna Anggaran
pada Unit Organisasi bersifat khusus yvang melaksanakan tugas pokok dan
fungsi BLUD RSUD Pambalah Batung.

Pejabat Keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Kepala Bagian
Umum dan Tata Usaha BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu
Sungai Utara vang dalam kctentuan pengelolaan keuangan daerah di sebut
PPK SKPD.

Pejabat Teknis vang selanjutnva disingkat PT adalah Kepala Bidang pada
RSUD Pambalah Batung yvang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesual dengan bidang tugasnya vang dalam ketentuan
pengelolaan keuangan daerah di sebut PPTK.

Bendahara Penerimaan BLUD adalah staf vang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menvetorkan, menata usahakan, dan uang pendapatan DDLU,

.Bendahara Pengeluaran DBLUD adalah staf yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD
vang menambah ekuitas dana lancar dalam periode ancaran bersangkutan
vang tidak perlu dibayar kemball.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembavarannya kembali oleh BLUT.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yvang
dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD Pambalah Batung Kabupaten
Hulu Sungai dalam rangka pelayvanan kepada masyarakat.

Piutang BLUD RSUD Pambalah Batung adalah Jumlah uvang vang akan
diterima Oleh BLUD RSUD Pambalah Batung dan/atau hak BLUD RSUD
Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnyva berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat
lainnya yang sah.

Kerja Sama Operasi yvang sclanjutnva disinglkat KSO adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu
usaha bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki
dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yvang
dibuka Oleh pemimpin BLUD pada bank umuwm untuk menampung scluruh
penerimaan yang selanjutnya disingkat dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnyva disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi
program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUID.

Standar Akuntansi Keuangan yvang selanjutnyva disingkat SAK adalah prinsip
akuntansi vang ditetapkan Oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam
menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan suatu entitas usaha.
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Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnva disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Pemerintah;

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saal lransaksi dan peristiwa itu tlerjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Keuangan adalah Laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan BLUD RSUD Pambalah Batung yang terdiri atas Laporan Neraca,
Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan
Keuangan .

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan vang menyajikan informasi
tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD RSUD Pambalah
Batungsecara tersanding vang menunjukkan tingkat capaian tlargei-larget
vang telah disepakati dalam DPA.

Laporan Operasional adalah laporan vang menyajikan informasi tentang
operasi BLUD RSUD Pambalah Batung mengenai sumber, alokasi dan
pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Oleh BLUD RSUD Pambalah
Batung.

Laporan Arus Kas adalah laporan yvang menyajikan informasi arus masuk dan
keluar kas selama periode tertentu vang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiyaan.

Neraca adalah laporan vang menyajikan informasi posisi keuvangan BLUD
tentang aset, utang dan ekuitas pada langgal lertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan
ekuitas dari waktu ke waltu.

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajilkan

informasi saldo anggaran lebih awal, penggunaan dan sisa tahun berjalan.

Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan vang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daflar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca,
dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yvang memadai.

Kode rekening adalah daftar buku vang besar yang ditetapkan dan disusun
secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,
pembukuan dan pelaporan keuangan.

. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang

diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber vang sama.

. Elisiensi adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan

menggunakan dana dan dava yang minimum untuk mencapai kualitas dan
sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau mengunakan dana vang telah
ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimum.

. Efektif adalah pengadaan barang/jasa vang sesuai dengan kebutuhan dan

sasaran vang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yvang scbesar-
besamya.

Transparan adalah semua keleniuan dan informasi mengenai Pengadaan
Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penvedia
Barang/Jasa yang berminat seria oleh masyaralkat pada umumnya.

Standard Pelavanan Minimal adalah spesifikasi tcknis tentang tolak ukur
layanan minimal vang diberikan oleh BLUD kepada masvarakat.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan  keglatan/bendahara  pengeluaran untult  mengajukan
permintaan pembayaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen
yang digunakan/diterbitlkkan oleh kuasa penguna anggaran untuk penerbitan
SP2D atas beban pengeluaran DPA BLUD RSUD Pambalah Batung.

Sural Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disingkat SP2D adalah
Dokumen yang digunakan sehagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Tarit adalah imbalan atas barang dan/atau jasa vang diberikan Oleh BLUD
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BADB II
RUANG LINGKUP

Pasgal 2

Ruang lingkup pengelolaan keuangan BLUD RSUD meliputi:
a. kekuasaan pengelolaan keuangan;

b. perencanaan dan penganggaran;

c. peclaksanaan anggaran;

d. perubahan anggaran; dan

e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB 111
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Periode Pengelolaan Keuangan

Pasal 3

Periode pengelolaan keuangan BLUD RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai
dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola BLUD RSUD

Pasal 4

Pejabat Pengelola BLUD RSUD terdiri atas:

a. Direktur BLUD R3UD selaku Pemimpin;

b. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan BLUD RSUD selaku Pejabal
Keuangan; dan

¢. Kepala Bidang BLUD RSUD selaku PT.
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Bagian Ketiga
Pemimpin BLUD RSUD

Pasal 5

(1) Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD yang bertanggung jawab
secara umum atas operasional dan keuangan BLUD RSUD,

(2] Pemimpin BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada avat (1) mempunyai
kewajiban:
a. memimpin, mengarahkan, membinag, mengawasi, mengendalikan, dan
mengevaluasi penvelenggaraan kegiatan BLUD RSUD;
b. menvusun Renstra Bisnis BLUD RSUD;
¢. menyiapkan RBA BLUD RSUD tahunan;
d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan PT sesuai dengan
ketentuan vang berlalou;
. menerbitkan dokumen pencairan dana;

menyusun kebijakan pengelolaan barang dan aset tetap;
. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan
BLUD RSUD;
h. menandatangani SPP/SPM /SP21) atau dokumen yvang dipersamakan; dan
menandatangani SP3B atau dokumen yang dipersamakan.

Ja th T

—-

Bagilan Keempat
Pejabat Keuangan BLUD RSUD

Pasal 6

(1) Pejabat Keuangan BLUD R3UD adalah Kepala Bagian Administrasi Umum
dan Keuangan BLUD RSUD yvang melaksanakan fungsi dan lata usaha
keuangan BLUD RSUD.

(2} Pejabat Keuangan DBLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunyai kewajiban:

. mengkoordinasikan penyusunan RBA BLUD RSUD;

. pengelolaan pendapalan dan belanja;

. menvelenggarakan pengelolaan kas;

. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

. menyelenggarakan alkuntansi dan penvusunan Laporan Keuangan; dan
menandatangani dokumen keuangan.

S N0 R S e O 1

(3] Pejabat Keuangan BLUD RSUD mempunyai tugas:
4. menyiapkan SPF;

b. meneliti kelengkapan SPP pengadaan barang dan jasa yang disampailean
oleh bendahara pengeluaran;

. melakukan verifikasi SPP;
. melakulan verifikasi harian atas penerimaan;
melaksanakan akuntansi;
menyiaplkan Laporan Keuangan;
melakukan penatausahaan utang dan,/ atau piutang;
.melakukan penatausahaan persediaan, asect tetap dan investasi; dan
melakukan penatausahaan ckuitas.

)

= I Y
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Bendahara Penerimaan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada avat (1)

mempunyal tugas:

a. menyeclenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan
penvetoran atas penerirnaan yang menjadi tanggung jawabanya;

b. mempertanggungjawablkan Secara administiratif/ lungsional atas
pengelolaan uwuang vang menjadi  tanggung jawabnva dengan
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pencrimaan kKepada Kuasa
Pengguna Anggaran melalui Kepala Bagian Administrasi Umum dan
Keuangan/penanggung jawab administrasi; dan

c. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pertanggungjawaban
penerimaan,

Pasal 10

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

mempunyai tugas:

a. menyiapkan dokumen Surat Permintaan Pembayaran SPP meliputi SPP,
TU dan LS;

b. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang
menjadi tanggung jawabnya,

c. mempertanggungjawabkan  secara  adminisiratif/ fungsional atas
pengelolaan  uang vang menjadi  tanggung jawabnya dengan
menyampaikan laporan pengeluaran kepada Kepala Bagian Administarsi
Umum dan Keuangan,/ penanggung jawab Adminisirasi; dan

d. melakulkan verifikasi, evaluasi dan analisis atas pengeluaran BLUD RSUD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1] Bendahara
Pengeluaran dapat dibantu oleh Pembaniu Bendahara Pengeluaran.

Pembantu Bendahara Pengeluaran schagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANCGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

Pemimpin BLUD RSUD menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD berdasarkarn
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaten Hulu Sungai
Utara dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan,

Renstra Bisnis BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja,
rencana pencapalan 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan
BLUD RSUD.

Visi schagaimana dimaksud pada avat {2) memuat suatu gambaran vang
menantang tentang keadaan masa depan yvang berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud pada avat (2} memuat scsuatu yang harus
diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar (ujuan
organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan
baik.



11

(5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2] memuat program
vang berisi proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yvang ada atau mungkin
timbul.

{0) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
memuat pengukuran yvang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian
hasil kegiatan dengan diserlai analisis atas [aktor-faktor internal dan
eksternal vang mempengaruhi tercapainya kinerja.

{7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat [2),
memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Fasal 12

(1) Renstra Bisnis BLUD RSUD dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima)
tahunan.

(2] Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima)
tahunan, penanggung jawab progam dan prosedur pelaksanaan program.

[3) Renstra Bisnis BLUD RSUD dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dipergunakan sebagal dasar
penyusunan RBA BLUD RSUD dan evaluasi kinerja;

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 13

Penvusunan RBA BLUD RSUD disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis
kinerja, standar satuan harga, dan kebutuhan belanja dan kemampuan
pendapatan vang diperkirakan akan diperoleh dari lavanan vang diberikan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil
usaha lainnya, DPA APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 14

RBA BLUD RSUD merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
BLUD RSUD.

Pasal 15

(1} RBA BLUD RSUD memuat:
4. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
¢, perkiraan harga; dan
d. perkiraan maju atau (forward estimate).

(2] RBA schagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel;
dan



3)

(1}

(2)

(4]

(1)

(2)

RBA sebagimana dimaksud pada ayat (2) disertal dengan standar pelayvanan
minimal,

Pasal 16

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiavaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) hurul a merupakan ringkasan pendapatan, belanja
dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1) huruf b, merupakan rencana anggaran
uniuk scluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang vang
tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan,

Perkiraan harga schagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c,
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah
memperhitungkan biava per satuan dan tingkat margin vang ditentukan
seperti tercermin dari tarif layanan.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 avat (1) huruf d,
merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikuinya

dari tahun vang direncanakan guna memastikan kesinambungan program
dan kegiatan yang telah disetujul dan menjadi dasar penvusunan anggaran
tahun berikutnya.

Pasal 17

RBA BLUD RSUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan
kesatuan dari RKA Dinas Kesehatan.

RKA beserta RBA sehagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan FPeraturan Daerah
teniang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan RBA BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Pelaksanaan RBA BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan wyang ditetapkan
berdasarkan masing-masing sumber pendanaan vang berkenaan.

Bagian Kedua
RBA BLUD RSUD

PPasal 19

(1} RBA BLUD RSUD memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2] PPKD mengesahkan RBA secbagaimana dimaksud pada avat (1) sebagai

pelaksanaan anggaran.
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(3] Pengesahan RBA BLUD RSUD berpedoman pada peraturan perundang-

(2)

(3)

(4]

(5}

(6]

(7}

(1)

(2)

undangan.
Pasal 20

RBA BLUD RSUD vang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan anggaran
vang bersumber dari APBD.

Pelaksanaan anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) vang
dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal
mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan
secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah dilctapkan, dengan
memperhatikan anggaran kas dalam RBA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas vang tersedia;

b. proyveksi pendapatan; dan

c. proveksl pengeluararn.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
melampirkan RBA.

Berdasarkan RDBA sebagaimana dimaksud pada avat (1] bendahara
pengeluaran BLUD RSUD mengajukan SPP kepada Kepala Bagian
Administrasi Umum dan Keuangan/Penanggung Jawab Administrasi.

SPP sebagaimana dimaksud pada avat (5) untuk suatu kegiatan dapat Lerdin
dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung {SPP-LS] dan/atau Surat
Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan daftar
rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 21

RBA BLUD RSUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani
oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD;

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, antara lain memuat
kesanggupan uniuk meningkatkan:

A. kinerja pelavanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan, dan

¢. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keliga
Pendapatan BLUD RSULD

Pasal 22

Pendapatan BLUD RSUD bersumber dari:
a. jasa layvanan;

by, hibah;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain;

d. APBD; dan

e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.



(1)
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Pasal 23

Fendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layvanan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf a berupa imbalan yvang diperolech dari jasa layanan
vang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD vang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat vang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD vyang bersumber dari hibah terikat sebagaimana
dimaksud pada avat (2], digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah,
scsuai  dengan peruntukannya vang selaras dengan tujuan BLUD
sehagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
hurut ¢ berupa hasil yvang diperoleh dari kerja sama B1.UI1J.

Pendapatan BLUD vang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 huruf e, meliputi:

H. jasa giro;

b. pendapatan bunga;

¢. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagal akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

d. investasi; dan

e. pengembangan usaha,

Pasal 24

Seluruh pendapatan BLUD RSUD sehagaimana dimalksud dalam Pasal 22,
kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk
membiayvai pengeluaran BLUD RSUD sesuai RBA BLUD RSUD.

Seluruh pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan hurof e dilaksanakan melalui
rekening kas DLUD RSUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok
pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan obyvek pendapatan BLUD RSUD.

Fasal 25

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diperlakukan
sesual peruntukannys.

Pasal 26

Dalam hal BLUD RSUD ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi
dan/atau Dana Alokasi Khusus baik fisik dan nonfisik, proses pengeclola
keuangannya diselenggarakan berdasarkan kefentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan APBD,
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(2)
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(4]

(1)
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Bagian Keempat
Belanja BLUD RSUD

Pasal 27

Belanja BLUD terdiri dari unsur belanja yang sesuai dengan struktur biaya
vang dituangkan dalam RBA BLUD RSUD.

Belanja BLUD merupakan belanja operasi dan belanja modal.

Belanja operasi dan belanja modal dapat dikelola langsung oleh BLUD
RSUD,

Penetapan biaya pelayanan sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang
Tarif vang berlalku.

Pasal 28

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri dari:
a. helanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa; dan

c. belanja bunga dan belanja lain,

Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) terdiri dart:
a. belanja tanah;

b. belanja peralatan dan mesin,

c. belanja gedung dan bangunan;

d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan

e. belanja aset tetap lainnya.

Bagian Kelima
Pembiayaan BLUD RSUD

PPasal 29

Pembiayaan BLUD terdiri dari unsur pembiayaan yang sesual dengan
struktur pembiayvaan vang dituangkan dalam RBA BLUD RSUD.

Pembiayaan BLUD merupakan penerimaan pembiayvaan dan pengeluaran
pembiayaan.

Penerimaan pembiavaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dikelola
langsung oleh BLUD RSUD,

Pasal 30

Penerimaan pembiavaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dar
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

h. divestasi; dan

¢. penierimaan utang,/ pinjamarn,

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 terdiri dari:
a. Investasi; dan
b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.
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Bagian Keenam
Pengelelaan Kas

*asal 31

(1) Dalam pengclolaan kas, BLUD RSUD menyelenggarakan hal-hal sebagai
berikut:

merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;

menvimpan kas dan mengelola rekening bank;

. melakukan pembayaran;

mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

dan

[. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh
pendapatan tambahan.

pangp

(2] Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf T
dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan
dengan resiko rendah.

(3) Penerimaan BLUD RSUD pada setiap hari kerja disetorkan scluruhnya ke
rekening kas BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD RSUD
melalui Pejabal Keuangan.

(4] Pengelolaan kas BLUD RSUD diselenggarakan berdasarkan Praktek Disnis
Yang Sehat.
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Piutang

Pasal 32

(1) BLUD RSUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan
barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan BLUD R5UD,

(2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
tanggungjawab scrta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip
bisnis vang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku,

(3] BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

(4] Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta
menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.

(5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) vang sulit ditagih
dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri
buktl-bukti valid dan sah.

Bagian kedelapan
Pengelolaan Barang dan/atau Jasa

Fasal 33

Pengelolaan barang dan/atau jasa yang sumber pendapatannya murni dari hasil
BLUD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang pedoman
teknisnya diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
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Bagian Kesembilan
kerja Sama

Pasal 34

(Guna meningkatkan kualitas pelayanan BLUD RSUD dapat melakukan kerja
sama dengan pihak ketiga.

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 35

Kerja sama dengan pihak ketliga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1] meliputi:

a. W50,

h. sewa menvewa; dan

¢. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUT.,

KSO schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan
antara BLUD RSUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan lasilitas melalui
pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b, merupakan
pemanlaatan barang milik BLUD RSUD oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dengan imbalan uang.

Usaha lainnyva yvang menunjang tugas dan fungsi BLUDD RSUD scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurul ¢ merupakan kerja sama dengan pihak lain
vang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi
kualitas pelayanan umum yvang menjadi kewajiban BLUD RSUD,

Pasal 36

Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 merupakan
pendapatan BLUD RSUD.

Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada avat (1}, dapat
dipergunakan secara langsung untuk membiavai belanja sesuai RBA BLUD
RSUD.

Bagian Kesepuluh
Penyvelesaian Kerugian

Fasal 37

Kerugian pada BLUD RSUD yvang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalalan seseorang, diselesaikan secsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah,

Bagian Kesebelas
Penatausahaan

Pasal 38

Penatausahaan keuangan meliputi:
a. pendapatan / biava;
b. penerimaan/ pengeluaran;
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C. plutang;
d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. ekuitas dana.

(1)

(2]

(3)

(1)

(1]

2]

(1)

Pasal 39

Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang
schat.

Penatausahaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) harus dilakukan secara
tertib, elektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sistem dan prosedur penatausahaan keuangan dan akuntansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ditetapkan sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB V1
PERUBALIAN ANGGARAN

Pasal 40

Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila:

a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran BLUD RSUD; dan

b. belanja. melampaui RBA RSUD vang telah ditetapkan dapal dilakukan
pergeseran anfar jenis belanja dan/ atau antar kegiatan,

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 41

BLUD RSUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesua
dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Schat.

Setiap transaksi keuangam BLUD RSUD harus dicatat dalam dokumen
pendukung vang dikelola secara terlib.

Pasal 42

BLUD RSUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan Laporan Keuangan
sesuai dengan SAP vang berlaku.

Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimalksud
pada avat (1) menggunakan Basis Akrual dalam pengakuan pendapatan,
belanja, aset, kewajiban maupun ckuitas dana.

Pasal 43

BLUD RSUD selaku Unit kerja BLUD wajib melaksanakan akuntansi
berdasarkan SAP, dan menyusun Laporan Keuangan — sesual dengan
peraturan perundang-undangan.



(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di konsolidasikan
dengan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan.

(3) Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal (1]
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang l-'t‘tLLIlelk.
Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungal
Utara,

Pagal 44

Periode akuntansi BLUD RSUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal
01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,

Bagian Kedua
Kebijakan Akuntansi

Pasal 45
(1) BLUD RSUD menyelenggarakan Sistemn Akuntansi Keuangan BLUD.

(2] Sistem akuntansi keuangan BLUD RSUD menghasilkan Laporan Keuangan
sesual dengan SAK.

(3] Sistermn akuntansi keuangan BLUD RSUD memiliki karakteristik sebagai
berikut:
a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan BLUD RSUD adalah basis
akrual;
b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan;
dan

¢. sistem akuntansi BLUD pada BLUD RSUD disusun dengan berpedoman
pada prinsip pengendalian intern sesuai Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 46

Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi
dan kode akun standar.

Pasal 47

Kebijakan akuntansi sechagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
a. pengertian/pengaluan;

b. pengukuran;

¢. penyajian dan pengungkapan aset;

d. kewajiban;

e, ekuitas dana; dan

f. pendapatan dan biaya.

Pasal 48

(1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuniansi pengeluaran kas; dan
¢, prosedur akuntansi selain kas.



(2]

3]

(6]

(2)

(3

(4]

20

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan keuangan vang berkaitan dengan penerimaan kas
dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencataian, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran
kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan
BLUD RSUD.

Prosedur akuntansi selain kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul ¢
meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai
dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua iransaksi atau
kejadian selain kas.

Buku vang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam
prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

4. buku jurnal penerimaan kas;

. buku jurnal pengeluaran kas;

¢. buku jurnal urnum; dan

d. bulku besar/buku pembantu.

Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
ditetapkan Oleh Direktur.

Pasal 40

Kode alcun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditelapkan
dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan
keuangan.

Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kode akun Neraca; dan
b. kode akun Laporan Operasional.

Kode akun Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a meliputi:

a. kode akun aset;
b. kade akun kewajiban; dan

c. kode akun ckuitas.

Kode akun Laporan Operasional sehagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi:

a, kode akun pendapatan; dan

h. kode akun beban/ biayva.

Pasal 30

Froses alkuntansi meliputi:

a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;

b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;

¢. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan

d. menyusun Laporan Keuangan.



(1)

8]

(9]
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Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 51

Dalam rangka pertanggungiawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan
pelayanan, BLUD RSUD menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:

A, Neraca,;

b. laporan realisasi anggaran,

¢. laporan aktivitas/operasional;

d. laporan arus kas;

¢. laporan perubahan elkuitas;

f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan

g. catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan schagaimana dimaksud pada ayat (1) disertal dengan
laporan mengenai kinerja.

Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, merupakan laporan
yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal tententu.

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan laporan
realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit Laporan Realisasi
Anggaran dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan aktivitas/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban
BLUD RSUD seclama satu periode,

lLaporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan akiifitas
operasional, investasi dan aktifitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas
sclama periode tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
adalah laporan yang menvajikan inforimasi kenaikan atau penurunan ekuitas
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun scbelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Kcuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl
g merupakan calatan vang berisi penjelasan naratif atau rincian dari anghka
yang tertera dalam Laporan Keuangan.

Pasai 52

Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa
pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 53

(1) BLUD RSUD menyampaikan Laporan keuangan kepada Kepala Dinas
Kesehatan setiap bulan.

(2) Berdasarkan laporan se hagaimana dimaksud pada ayat (1}, Dinas Keschatan
melakukan Rekonsiliasi pendapatan dan belanja.

Pasal 54

Laporan Keuangan BLUD RSUD dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan
pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan.

BADB VIl
AKUNTABILITAS KINER.JA

Pasal 55

(1) Direkiur BLUID RSUD bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD
RSUD sesuai dengan tolak ukur vang ditetapkan dalam RBA BLUD RSUD.

(2) Direktur BLUD RSUD mengikhtisarkan dan memberikan melaporkan kinerja
operasional BLUD RSUD sccara terintegrasi dengan Laporan heuangan
Dinas Kesehatan.

BAB [X
SURPLUS DAN DEPISIT

Pasal 56

(1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan
realisasi belanja BLUD RSUD pada satu tahun anggaran.

(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat digunakan dalam
anggaran tahun berikutnya.

Pasal 37

(1) Defisit anggaran merupakan seclisin kurang antara realisasi pendapatan
dengan realisasi belanja BLUD RSUD pada satu lahun anggaran.

(2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam satu tahun anggaran
herikutnya kepada PPKD melalui Direktur BLUD RSUD sesual dengan
kewenangannya.

(3) PPKD sesual dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untulk
menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD RSUD dalam APBD tahun
anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Format Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

a. format RBA pendapatan, belanja, dan pembiayaar,
b. format RKA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
¢. format DPA pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
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d. format laporan pendapatan, belanja dan laporan pembiayaan;

e. format surat pernyataan tanggung jawab;

[. format surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
dan

g. format sural pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara,
Ditetapkan di Amuntail
pada tanggal 16 Februari 2022

PIt.BUPATI L S?UNGAI UTARA,

s I ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

e

MU HAMMﬁ TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 4.
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Lampiran

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utard
Nomor 4 Tahun 2022
Tanggal \lp Februari 2022

A. FORMAT RBA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMEIAYAAN:

1. RBA PENDAPATAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20=xx

Uradan

| Jumlah (Rp)

2..(5)

PENDAPATAN

} 3.8

Jenis Layanan

Dist

Hasil Kerja Sama

| s,

| B..

| ¢...

st

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

il

...

s

| Dst

Lain-lain P'e.n:lapﬁtan Badan Layanan Umum Yang Sah

Jumialh

Amuntai,

Az

Direktur RSUD Pambalah Batung

(ttd)

{nama lengkap)



2. RBA BELANJA

b2
wh

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20xx

Hibah é Hasil
Kerjasama

No Uralan
- ) I mew
~ layanan
1 8 S
1 |BELANJA
9 | BELANJA BARANG DAN JASA B i

BELANJA MODAL

Sumber Dana
Lain-lain | SILPA | APBD | Jumlah(Rp)
Pendapatan
Yang sah | _
3 | . . R

Jumlah

Nilai ambang batas sebesar

Amuntai, 260
Direktur RSUD Pambalah Balung

(ttd)




26

3. RBA PEMBIAYAIAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
BLUD RSUD PAMBALAH BATUNG
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 20xx

[ No Uraian [ Jumlah (Rp)
1 ' ' 2 ' ' 3

1 | PENDAPATAN BLUD

1.1  JASA LAYANAN |
1.1.1 o
1.1.2

1.1.3 |
1.2 | HIBAH
1.2.1 | ' |

1.3 | HASIL KERJA SAMA
1.3.11]

1.4 | APBD
1.4.1
1.4.2
'1.4.3

I
[ 1.5.1
| 1.5.2
153
1.5.4 |

LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH

[}

Jumlah

Amuntai, 20xx
Direltur RSUD) Pambalah Batung

(ttd)
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B. FORMAT RKA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN:
1. RKA PENDAPATAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
SKPD
Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 20xx
" Organisasi :
|> i Kincian Anggafan Penda patan Satuan Kerjia Pem:ngkat Daerah
" Kode Rekening Uraian | Rincian P't:l:hitungan- | Jumlah
Volume ' Satuan | Tarif fT-Ta_rga i [Rp]
_ 1 2 | 3 4 5 | 6=3x53)
| I _
| |
|
A | | | _
' Jumlah |
Amuntai, 20x% ]
Direktur RSUD Pambalah Batung
(ttd)
TR s s S iy e
| Keterangan. ... ... 5 1
| Tanggal Pembahasan -
Catatan Tlasil Pembahasan :
il
2
dst.




2. RKA BELANJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN [ Formulir |
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
SKPD

Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 20xx

Urusan Pemerintahan
Bidang Urusan

 Program

Sasaran Program (impact]

Capaian Program (Outcome) :

Kegiatan :

Organisasi

Unit

" Alokasi Tahun T-1

" Alokasi Tahun

Alokasi Tahun T+1

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator ' Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
| ' Cépaian Kegiatan | Tercapainva pﬁlayanah administrsi 100%
keuangan _
Masukan ' Anggaran Penvediaan administrasi Anggaran paket
kcuangan kegiatan
sebesar
~ Keluaran Persentase kelancaran penyediaan 100% 5
administrasi keuangan .
Hasil Indeks kepuasan pegawai teknis 10

Kelompok sasaran kegiatan : Tenaga Medis BLUD Schat terus

Rincian Anggaran Belanja Kegiatam Saluan Kerja Perangkat Daerah
| Sub Kegialan : ' |
“Sumber Pendanaan
Lokasi :
| Keluaran Sub Kegiatan:
Waktu Pelaksanaa
Kelerangan :
Kode Rekening Uraian | Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Saluan Tarif/ Harga (Rp)

1 2 3 1 5 6=(3x5) |
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:

Jumlah |

- Amuntai, 20xx
Direktur RSUD Pambalah Batung

(ttd)
Nama

Ktteraﬁgml.....“.......,

Tanggal Pembahasa

"Catatan Hasil Pembahasan :

L.

—_—

.2 -
dst.




3. RKA PEMBIAYAIAN

(Catatan Hasil Pembahasan :

| "~ RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH RRA-
Pembiayvaan
' PPKD
Kabupaten Hulu Sungal Utara
Tahun Anggaran 20xx -
Organisasi : RSUD Pambalah Batung
Jumlah
kKode Rekenin ‘ Uraian
& . (Rp]
n 1 2 3
T | ‘ 1
| | |
i Jumlah Penerimaan Pembiayaan |
Jumlah Pe.ugeluarail Pembiayaan
|
N ) Pembiayaan Netto In ]
Amunltai, 20xx
Direktur RSUD Pambalah Batung
(ttd) |
) MIEY, R |
Keterangan............... _'
Tanggal Pembahasan ‘

L.

2.

| dst.

L]



C. FORMAT DPA PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN:

1. DPA PENDAPATAN

DOKUMEN | |
PELAKSANAAN ‘ Formulir
ANGGARAN SATUAN NO DPA SKPD DPA-SKPD
| KERJA PERANGEKAT Pendapatan |
DAERAH ,
1.02 ] o1l [ o1 | X X |

~Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun Anggaran 20xx

Urusan Pemerintah :

Organisasi :
S Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan ,
' Satuan Kerja Perangkat Daerah _J
i Kode Rekening “Uraian Rincian Perhitungan Jumilah
| Volume | Satuan | Tarit/Harga (Rpl
1 | 2 3 | 4 5 | 6=(3x5)
] = g | = pi ;
| | . == !
== |
S N
‘ L[ 1 || | | |
Jumlah |
Rencana Pen gl_a patan Per Triwulan
‘ Triwulan 1 - Amuniai, 20xx
Pefwlan 2 ¢ ? Mengesahkan,
Trwulan 3 | Direktur RSUD Kepala Badan Pengelola Keuangan

’l‘Tiwulaﬂ 4 s ‘ Pamha]a;h Ba.lllng

Jumlah | {(Nama) (Nama]




2, DPA BELANJA

| ' DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TDPA-
SATUAN KERJA PERANCKAT DAERAH _‘ BELANJA

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA SKPD
Tahun Anggaran 20xx |

Urusan Pemermmha:n &
r ]

Elll'_idﬂg Urusan

ngrflm

Saﬁaran Program (impact) E
(Capaian Program (outcome)

Kegiatan

| Organisasi

Unit

Alokasi tahun T-1

Alokasi tahun T

Alokasi Tahun T+1

Indikator dan tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga medis R5UD Pambalah Batung

| Rincian Anggaran Belanp kegiatan ‘-satucm Kerja Perangkat Dacrah
| Sub hegﬂt-m

Sumber Pendanaan
Lokasi o
Keluaran Sub Kegialan
“Walktu Pelaksanaan

Keterangan
~ Kode | iR Rincian Perhitungan ]
Rekening Koefisien /Volume | Satuan | Harga | PPN ' Jumlah
! 2 | 3 4 5 6 i




L]
[

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan |

Jumlah Anggaran F{Cgﬁatml

Amunta"i, Januari 20xx

Rencana Belanja Per Triwu]an:|
Triwulan 1: | Mengesabkan,

Triwulan 2 :

Triwulan 3 :  Direktur RSUD Kepala Badan Pengelola
Triwulan 4 : Pambalah Batung Keuangan Daerah
Jumlah Rp........c..

{Nama) (Nama)
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3. DPA PEMBIAYAIAN

| DOKUMEN PELAKSANAAN Porginsy
' ANGGARAN KEPALA BADAN M RER PERD ‘ gggﬁ |
PENGELOLA KEUANGAN L_}ﬁEE{-‘LI—l | 102 Ol | 01 | % | X | i I| e
Kabupaten Hulu Sungai Utara _
0 Tahun ﬂnggﬂran 20xx ]

Rincian Anggﬁran Pembiayaan '
Organisasi : RSUD Pambalah Batung
| Kode Rekening i Uraian Jumlah |
1 2 6

Jumlah Penerimaan Pembiayaian |

Ll

Jumlah Pengeluaran Pembiavaian

| ' Pembiyaian Nelto
Rencana Penerimaan Per Triwulan

Triwulan 1 :
Triwulan 2 : Amuntai, Januari 20xx
Triwulan 3 : Mengesahkan,
Triwulan 4 : Direktur RSUD Pambalah Batung
Jumlah Rp.........i '
{Nama)
NP, s cnsnmssy
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E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB:

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUN (AT UTARA
RSUD) PAMBALAH BATUNG
SURAT PERNYATAAN TANGGUN GJAWAB (SPTJ) NOMOR.........

1. Nama Badan Layanan Umum Daerah :
2. Kode Organisasi :

3. Nomor/Tanggal DPA SKFD :

4, Kegiatan

Yang bertanda tanagn dibawah Inbi. s

Menyatakan bahwa saya yang bertanggungjawab atas semua realisasi
pendapatan yang ielah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
herhalk menerima serta pembiayalan, yang dananya bersumber dari Jasa
dan digunakan lansgung pada bulan.. ..o tahun anggaran.............
(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaian terlampir).

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaian di atas disimpan scsual
dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan adminitrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila dikemudian hari terjadi
keruglan daerah, saya hersedia berfanggungjawab sepenuhnya atas kerugian
daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesual ketentuan
peraturan perundang-un dangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan Ssebenarnysa, untuk
mendapatkan pengesahkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaian.

Amuntai, 20xx

Pemimpin Badan Layanan
Umum Daerah

(nama lengkap)
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F. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA

DAN PEMBIAYAAN DAN

' PEMERINTAI] KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA |
| RSUD PAMBALAH BATUNG

SURAT PERMINTAAN PRNGESALIAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
| PEMBIAYAIAN BADAN LAYANAN UMU M DAERAH

Tanggal:...... NOMOT..couvinemsiiisases
thpala SKPT)euieneriirrassrsrannasessenss Memochon kepada
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

|_Agar menesahkan dan membukukan pendapatar, belanja dan pc:m‘ui:ayaﬁn_
sejumlah -

1. Salde bulan sebelumnya 1

2. Pendapatan |3 = E

3. Belanja R

4. Pembiayaian Netto s S

5. Penyesuaian BB, i i

6. Saldo bulan berkenaan R sapimsnin |
Untuk Bulam.....coeeeeeevenees Tahun ANGEATANL. .orveweeiewecrinss
Dasar Pengesahan | Urusan [ Organisasi Nama BLUD

|
Program Kegiatan

B ~ Pendapatan Belanja N
~ Kode Rekening | Jumlah Kode Rekening Jumlah |
: | ) . e
' Jumlah [T —— Jumilah Belanja | Rpoin
Pendapatan ’ !
il Pencrimaai anhiayaj-au ' Pengeluaran Pembiayaan i
Kode Rekening ‘ Jumlah Kode Rekening Jumlah
‘Jumlah T3 Jumlah Belanja | RDeevieeein -
iemlapapan | .
Jumlah R, i | Jumilah R v onmmnens bl
Penyesuaian lebih . Penyesuaian
| ' | kurang
Amuntai, 203

Direktur RSUD Pambalah Batung

(nama lengkap]



38

G. FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN:

T = ey
' Kop
. , SURAT PENGESAHAN
Pemerintah PENDAPATAN, BELAN.JA DAN
Kabupaten Hulu Sungai Utara PEMBIAYAIAN BLUD
b o e S
Nomor ° BUD/Kuasa BUD Tanggal :............
Tanggal : i L i e
Kode BLUD Tabhpn AngEaratt T s
Nama BLUD : | i
| Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah :
Saldo bulan sebelumnya ] -1
Pendapatan s B .
' Belanja ' Rpeeaaa.
Saldo bulan berkenaan o) 7 o S
, Penerimaan Pembiayaian : B
Pengeluaran Pembiayvaian 2
| Pembiayaian Netto = SO
Penyesuaian il | P
‘ SILPA S i = S
Amuntai, 20
Direktur RSUD Pambalah Batung
(Nama)
WIR: ot
Plt.BUPATI UNGAI UTARA,

HUSAIRI ABDI



